
MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 45 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUN,JUK PELAKSANAAN 

S!STEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Menimbang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERHUBUNGAN I<EPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untvk mewujudkan akun tabilitas dan 

transparansi kinerja pf'.mbangunan perhubungan perlu 

disusvn petunjuk pelaksanaan Sistcm Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemcrintah (SAKIP) di Lingkungan 

Kemcntcrian Perhubungan sebagai pedoman dalam 

mcnyusun laporan kiucrja; 

b. bahwa schubungan dengan ha! tcrsebut huruf a, perlu 

ditctapkan dengan Pcraluran Menteri Perhubungan; 

1. Undang-Undang l'<epubliklndonesia Nomor 17 Tabun 

2003 tentang Kcuangan Negara (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor "17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembar<l!l Negara 1-(cpublik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Pereneanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Unclang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2007 tcntang Rcneana Pcmbangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara r<epublik Indonesia Nomor 4700); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

6. 

Penyusunan Reneana Kerja 

Kernen terian /Lem baga(Lem bar an 

dan 

Negara 

Anggaran 

Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara I~epublik Indonesia Nomor 5178); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

Pela po ran Keuangan dan Kinerja 

tenlanu h 

lnstansi 

Pemcrintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 39 Tahun 2006 tenlang 

Tata Cara Pengendalian clan Evaluasi Pclaksanaan 

Reneana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indoensia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tenlang 

Tata Cara Penyusunan Rcneana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

9. Peraturan Presiden Nornor 7 Tahun 2015 tenlang 

Organisasi Kernenlerian Negara (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84); 

10. Peraturan Presiden Nornor 40 Tahun 2015 ten tang 

Kemcnterian Perhubungan; 

11. Peraturan Presiden Nornor 29 Tahun 2014 ten tang 

Sislcrn Akuntabilitas Kinerja lnstansi PcmerinLah; 
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12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Um um Penetapan lndikator Kinerja Utama di 

Lingkungan lnstansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Rcformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 

ten.tang Petunjuk Pclaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja lnstansi Pcmerintah, sebagaimana tclah diubah 

dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 

Tahun 2013; 

14. Peraturan Ment.eri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Pcdoman Pcnyusunan dan Penelaahan Ren.can.a Strategis 

Kcmcntcrian/ Lembaga (Rcnstra K/L) 2015-2019; 

15. Peraturan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

l'-eformasi Birokrasi N omor 53 Tahun 2014 ten tang 

Petunjuk Tcknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pcmerintah; 

16. Peraturan Mentcri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 

2012 ten tang Pen eta pan I ndikator Kinerja Utama (!KU) di 

Lingkungan Kementerian Pcrhubungan; 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 

2012 ten.tang Pedoman Penyusunan Reneana Kinerja 

Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja di Lingkungan Kementcrian Perhubungan; 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 

2013 ten tang Pcdoman Pengumpulan Data Kinerja di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 

2013 ten tang Pedoman Pengukuran lndikator Kinerja di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

20. Peraturan Menteri Pcrhubungan Nomor PM 35 Tahun 

2014 ten tang 

Akuntabilitas 

Pcrhubungan; 

Pedoman Evaluasi Tcrhadap Laporan 

Kinerja di Lingkungan Kementcrian 
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21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 Tentang 

Pcdoman Evaluasi Atas Implementasi Si stem 

Akuntabilitas Kincrja lnstansi Pemcrintah; 

22. Peraturan Mcntcri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kcmenterian 

Pcrhubungan (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844); 

23. Kcputusan Mentcri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 

2015 ten tang Rcncana Strategis Kcmentcrian 

Perhubungan Tahun 2015-2019. 

Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Rcpublik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 Ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PETUNJUK PI~LAKSANAAN SISTEM 

AKUNTABILITAS KINERcJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTIUBUNGAN 

BAB J 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dcngan : 

1. Sistcm Akuntabilitas Kincrja Instansi Pcmerintah yang 

sclanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistcmatik 

dari berbagai aktivitas, alat, dan proscdur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pcngklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kincrja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan pcningkatan kincrja instansi 

pemerintah. 
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2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pcmcrintah (AKIP) adalah 

pcrwujudan kcwajiban suatu instansi pemcrintah untuk 

mempertanggungjawabkan kcberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan mclalui sistcm 

pertanggungjwaban secara pcriodik. 

3. Laporan Kincrja adalah ikhtisar yang menjelaskan sccara 

ringkas dan lcngkap tcntang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kcrja yang ditctapkan dalam rangka 

pelaksanaan APBN. 

4. Kincrja adalah kcluaran atau hasil dari kcgiatan atau 

program yang telah atau hcndak dicapai sehubungan 

dcngan pcnggunaan anggaran dcngan kuantitas dan 

kualitas t:crukur. 

5. l'-cncana Stratcgis yang sclanjutnya disingkat RENSTRA 

adalah dokumen pcrencanaan Kementerian Perhubungan 

untuk pcriode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, 

strategi, kcbijakan, program, dan kcgiatan pembangunan 

scrta indikator kincrja utama, sesuai dcngan t:ugas dan 

fungsi Kemcnterian Perhubungan yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Mencngah Nasional (RP,JMN). 

6. Pcrcncanaan Kinerja adalah proses pcnetapan kegiatan 

tahunan dan indikator kii1erja bcrdasarkan program, 

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. lni 

merupakan proses penyusunan Rencana Kincrja sebagai 

penjabaran dari Sasaran clan Program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan 

dilaksanakan oleh instansi pcmerintah melalui berbagai 

kegiatan tahunan. 

7. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. 
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8. Pengelolaan Data Kinerja adalah kegiatan pencatatan, 

pcngolahan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja. 

9. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/ atau 

kcgagalan pclaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, 

tujuan, program, kcbijakan, anggaran dan target yang 

tclah ditctapkan, dengan cara mcmbandingkan tingkat 

kincrja yang dicapai dcngan standar, rcncana, atau target 

sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

10. Pelaporan Kinerja adalah merupakan rcfleksi kewajiban 

untuk mclaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber 

daya yang pcrlu dipertanggung jawabkan dalam bentuk 

suatu Laporan Kincrja. 

11. Reviu adalah pcnelaahan oleh APIP atas laporan kinerja 

Kementerian untuk memastikan bahwa laporan kinerja 

telah menyajikan informasi kincrja yang andal, akurat dan 

berkualitas scbclum disampaikan kepada Kementcrian 

PANRB. 

12. Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistcmatis, 

pcmbcrian nilai, atribut, apresias1, dan pengenalan 

pcrmasalahan, scrta pemberian solusi atas masalah yang 

ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan 

akuntabilitas instansi/unit kcrja Pcmerintah. 

13. Kcluaran atau output adalah barang atau Jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan; 

14. 1-Iasil atau outcome adalah sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program; 

15. Program adalah penjabaran kcbijakan kementerian dalam 

bcntuk upaya yang bcrisi satu atau beberapa kegiatan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang tcrukur sesuai dengan m1s1 

kemcntcrian; 
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16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa unit kerja atau satuan kerja 

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program dan yang terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang 

modal termasuk pcralatan dan teknologi, dana sebagai 

masukan atau input untuk menghasilkan keluaran atau 

output dalam bentuk barang atau jasa. 

17. Sasaran a tau target adalah hasil yang diharapkan dari 

suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

18. Sasasaran Strategis (outcome/impact) adalah kondisi yang 

akan dicapai sccara nyata olch Kementerian Perhubungan 

yang mencerminkn pengaruh yang ditimbulkan oleh 

adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. 

19. Sasaran Program (outcome) adalah hasil yang akan 

dieapai dari suatu program dalam rangka pcneapaian 

sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang 

berfungsinya keluaran (output). 

20. Sasaran Kegiatan (output) adalah keluaran (output) yang 

dihasilkan olch suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mcndukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. 

21. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan 

orgamsas1 dalam meneapai tujuan dan merupakan 

ikhtisar hasil bcrbagai program dan kegiatan scbagai 

penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

22. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil atau 

outcome dari suatu program yang merupakan 

pclaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang 

dilaksanakan oleh satuan ke1ja. 

23. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran 

atau output dari suatu kcgiatan yang terkait secara logis 

dcngan indikator kincrja program. 
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24. E-Performance atau Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja 

adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses 

pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah 

Inspektorat Jcnderal yang secara fungsional 

mclaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan 

Kernen terian. 

26. Tim Reviu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) atau Tim yang dibentuk untuk melakukan reviu 

dan evaluasi. 

27. Kcmenterian adalah Kementcrian Perhubungan. 

28. Satuan Kerja adalah Unit Kcrja Mandiri (Unit Pelaksana 

Tcknis) yang mcngclola APBN dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kcmentcrian 

Pcrhubungan. 

29. Badan adalah Badan Pcngcmbangan Sumber Daya 

Manusia Pcrhubungan dan Badan Pcnelitian dan 

Pcngcmbangan Pcrhubungan. 

30. Menteri adalah Mcntcri Pcrhubungan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditctapkannya Peraturan Mcntcri 1111 adalah 

scbagai pcdoman bagi unit kerja di Lingkungan 

Kcmcntcrian Pcrhubungan dalam pelaksanaan Sistcm 

Akuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkungan Kcmcnterian Pcrhubungan. 

(2) Tujuan ditctapkannya Pcraturan Mcntcri ini adalah untuk 

tcrcapainyakcscsuaian orientasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi dcngan pcncapaian tujuan dan sasaran 

Kcmcntcrian Pcrhubungan. 
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BAB lll 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Peraturan Menteri adalah Penyclenggaraan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan yang dilandasi rencana strategis yang 

pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kine1ja, dan 

penilaiannya dilakukan mclalui pengukuran kinerja, 

pengclolaan data kinerja hingga tersusunnya pclaporan 

kinerja yang tclah direviu dan dievaluasi. 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN SAKIP 

Bagian Kesatu 

SAKIP 

Pasal 4 

( 1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara sclaras dan 

sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi 

Pemcrintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi 

pclaksanaan rencana pcmbangunan. 

(2) Penyclenggara SAKIP pada Kementerian Perhubungan 

dilaksanakan oleh : 

a. Kementerian Perhubungan; 

b. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya; 

c. Unit Kerja setingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan 

Satuan Kerja. 

Pasal 5 

Pcnyclenggaraan SAKIP meliputi : 

a. Rencana Strategis; 

b. Perjanjian Kinerja; 

c. Pcngukuran Kinerja; 

d. Pcngclolaan Data Kinerja; 

c. Pclaporan Kinerja; dan 

f. Rcviu dan Evaluasi Kincrja. 
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Bagian Kedua 

Reneana Strategis 

Pasal 6 

(1) Rencana slrategis rnerupakan dokurnen perencanaan 

periode 5 (lirna) tahunandan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun 

oleh: 

a. Kernenterian Perhubungan; 

b. Unit Kerja Pirnpinan Tinggi Madya ; 

c. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan Kerja. 

(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 

menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP, dalam 

mengukur dan mengevaluasi capaian setiap tahunnya 

yang dituangkan dalam laporan kinerja. 

Bagian Ketiga 

Perjanjian Kinerja 

Pasal 7 

( 1) Perjanjian Kinerja rnerupakan wujud nyata kornitmen 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta sumber daya yang tersedia, yang 

digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. 

(2) Kernenterian Perhubungan menyusun perjanjian kinerja 

tingkat kementerian yang ditandatangani oleh Menteri. 

(3) Setiap Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya menyusun 

perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan Unit 

Kerja Pirnpinan Tinggi Madya dan disetujui oleh Menteri. 

(4) Setiap Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama menyusun 

perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pirnpinan Unit 

Kerja Pimpinan Tinggi Pratarna dan disetujui oleh 

pirnpinan Unit Kerja Pirnpinan Tinggi Madya. 
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(5) Setiap p1mpman Satuan Kerja menyusun perJanJian 

kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja 

dan disetujui oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal8 

Pcrjanjian kinerja tcrdiri atas : 

1. Pernyataan perjanjian kinerja seba<>aimana tercantum b 

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Pcraturan Menteri ini. 

2. Lampiran perjanjian kincrja yang merupakan lembar atau 

dokumcn pcrjanjian kincrja yang menggunakan Indikator 

Kinerja Utama dan atau Indikator Kinerja Program dan 

atau Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam 

lampiran I yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Pcraturan Menteri ini 

Pasal 9 

Pcrjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja yang 

menggambarkan sasaran kinerja: 

l. Untuk kinerja kementerian mcnggambarkan dampak dan 

outcome yang dihasilkan dan indikator kinerja lain yang 

relcvan. 

2. Untuk kinerja pada Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya 

menggambarkan dampak, outcomcdan atau output 

setingkat lcbih tinggi dari output unit kerja di bawahnya, 

yang dihasilkan scsuai tugas, fungsi dan kcwcnangan Unit 

Kcrja Pimpinan Tinggi Madya. 

3. Untuk kincrja pada Unit Kcrja Pimpinan Tinggi Pratama 

dan pada Satuan Kerja menggambarkan outcome atau 

output yang dihasilkan scsuai tugas, fungsi dan 

kewcnangan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan 

Satuan Kerja. 
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Pasal 10 

( 1) Perjanjian Kinerja disusun dengan meneantumkan 

Sasaran, Indikator Kinerja, Satuan dan Target Kinerja. 

(2) Indikator Kmerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. spesifik (specific); 

b. dapat terukur (measurable); 

e. dapat dieapai (attainable); 

d. target yang dipilih mcmenuhi aspck yang relcvan dan 

berkaitan dengan tugas pokok (relevant); dan 

c. kctcpatan waktu pcncapaian target (timely). 

Pasal 1 J 

(1) Pe1janjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan 

penyesuaian dalam hal terjadi kondisi scbagai bcrikut : 

a. Pcrgantian atau mutasi pcjabat; 

b. Pcrubahan dalam stratcgi yang mempcngaruhi 

pcncapaian tujuan dan sasaran (perubahan rcncana 

stratcgis, struktur organisasi, program, kegiatan dan 

alokasi anggaran); 

c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat sccara 

signifikan dalam proses peneapaian tujuan dan 

sasaran. 

Pasal 12 

(1) Perjanjian Kincrja Kcmcntcrian disusun paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sctclah dokumen pclaksanaan anggaran 

disahkan dan ditcrima pada setiap tahun anggaran. 

(2) Perjanjian kinerja Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya 

disusun paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sctclah 

dokumcn pclaksanaan ancroaran disahkan dan diterima bb 

pada sctiap tahun anggaran. 
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(3) Pcrjanjian Kincrja Unit Kcrja Pimpinan Tinggi Pratama 

dan Satuan Kcrja disusun paling lambat 20 (dua puluh) 

hari sctclah dokumcn pclaksanaan anggaran disahkan 

dan ditcrima pada sctiap tahun anggaran. 

Bagian Kccmpat 

Pcngukuran Kincrja 

Pasal 13 

(1) Sctiap pcnyclcnggara SAKIP mclakukan pcngukuran 

kincrja yang diharapkan mampu mcnggambarkan posisi 

kincrja dari tingkat satuan kcrja hingga tingkat 

kcmcntcrian. 

(2) Cakupan Pcngukuran Kincrja mcliputi : 

a. Sasaran mcliputi : 

1) Sasaran Strategis untuk Kemcntcrian; 

2) Sasaran Program untuk Unit Kcrja Pimpinan Tinggi 

Mad ya; 

3) Sasaran Kcgiatan untuk Unit Kcrja Pimpinan Tinggi 

Pratama; 

4) Sasaran Kegiatan untuk Satuan Kcrja. 

b. Indikator kincrja mcliputi : 

1) Indikator Kincrja Utama untuk Kcmcntcrian; 

2) Indikator Kincrja Program untuk Unit Kcrja 

Pimpinan Tinggi Madya; 

3) Indikator Kincrja Kcgiatan untuk Unit Kerja 

Pimpinan Tinggi Pratama; 

4) Indikator Kincrja Kcgiatan untuk Satuan Kcrja. 

c. Target; 

d. f~calisasi; 

c. Pagu Anggaran; 

f. Rcalisasi Anggaran. 

Pasal 14 

( 1) Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator 

kincrja yang tclah ditetapkan dalam lembar / dokumcn 

Pcrjanjian Kincrja, dcngan cara membandingkan antara 

realisasi dengan target. 
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(2) Pcngukuran data capaian kincrja mcnggunakan formulasi 

rumus scbagaimana tercantum pada Lampiran II. 

(3) Format matrik isian pcngukuran kinerja tercantum dalam 

Lampiran II yang mcrupakan bagian tidak tcrpisahkan dari 

Pcraturan Mcntcri ini. 

Bagian Kclima 

Pcngclolaan Data Kinerja 

Pasal 15 

(1) Pcngelolaan Data Kincrja dilakukan dengan cara 

meneatat, mengolah, menyimpan dan melaporkan data 

kinerja. 

(2) Pcngclolaan Data Kinerja mempertimbangkan kcbutuhan 

informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan 

manajcrial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari 

sistem akuntansi, dan statistik pemerintah. 

(3) Pcngclolaan Data Kinerja mencakup : 

a. Penetapan data dasar (baseline data); 

b. Pcnyediaan instrumen pcrolchan data berupa 

pencatatan dan registrasi; 

c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan 

d. Pengkompilasian dan pcrangkuman. 

Pasal 16 

( 1) Data kincrja pada prinsipnya terdiri dari sasaran kinerja, 

indikator, target dan capaian kinerja. 

(2) Pengisian data sasaran, indikator dan target kinerjayang 

bersumbcr dari pcrjanjian kinerja : 

a. Kementerian dilakukan olch Sekretariat ,Jenderal c.q. 

Biro Percncanaan. 

b. Sekretariat Jenderal dilakukan oleh Biro Perencanaan. 

c. Direktorat Jendcral dilakukan olch Sckretariat 

Dircktorat J cnderal. 

d. lnspektorat Jendcral dilakukan olch Sckrctariat 

Inspcktorat Jenderal. 

c Sadan dilakukan olch Sckretariat Sadan. 
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(3) Pengisian sasaran, indikator dan target kinerja serta 

capaian kincrja pada Unit Kcrja Pimpinan Tinggi Pratama 

dan Satuan Kerja dilakukan oleh masing-masing dari Unit 

Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan Kerja. 

Bagian Kecnam 

Pelaporan Kinerja 

Pasal 17 

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipcrcayakan kepada unit kerja di lingkungan 

Kementerian Pcrhubungan atas penggunaan anggaran dan 

realisasi capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, 

dituangkan dalam laporan kinerja. 

Pasal 18 

Penyusunan laporan kinerja di tingkat Kementerian, Unit 

Kerja Pimpinan Tinggi Madya, Unit Kerja Pimpinan Tinggi 

Pratama dan Satuan Kerja: 

(1) Menyajikan informasi: 

a. Uraian organisasi/unit kerja; 

b. Rcncana dan target kincrja; 

c. Pengukuran kincrja; 

d. f<:valuasi dan analisis setiap sasaran strategis dan 

kondisi tcrakhir yang dicapai yang juga mencakup 

cfisiensi penggunaan sumber daya. 

(2) Analisis atas capaian kinerja disusun olch unit kcrja dan 

satuan kerja. 

Pasal 19 

(1) Pcnyusunan laporan kinerja Kemcnterian dikoordinasikan 

oleh Sekrelariat ,Jcnderal cq. Biro Pcrencanaan. 

(2) Penyusunan laporan kinerja Pimpinan Tinggi Madya di 

lingkungan : 

a. Sckrctariat ,Jcndcral dikoordinasikan oleh Biro 

Perencanaan. 
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b. Direktorat Jenderal dikoordinasikan oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal. 

c. Inspektorat Jenderal dikoordinasikan oleh Sekretariat 

Inspektorat ,Jenderal. 

d. Badan dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan. 

(3) Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama 

dan Satuan Kerja dilakukanoleh masing-masing Unit 

Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan Kerja. 

Pasal20 

( 1) Laporan Kinerja kementerian disusun dan ditandatangani 

oleh Menteri, serta disampaikan kepada Menteri 

Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi, paling lambat 60 (enam puluh) 

hari setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Laporan Kinerja Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya 

disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja 

Pimpinan Tinggi Madya, serta disampaikan kepada 

Menteri paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah 

tahun anggaran berakhir. 

(3) Laporan Kinerja Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama 

disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja 

Pimpinan Tinggi Pratama, serta disampaikan kepada 

Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Laporan Kinerja pada Satuan Kerja disusun dan 

ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja, serta 

disampaikan kepada atasan langsung sebagaimana 

peraturan dan ketentuan yang berlaku, paling lambat 25 

(dua puluh lima) hari setelah tahun anggaran berakhir. 
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Pasal 21 

( 1) Penyusunan laporan kinerja disusun dengan berpedoman 

pada format laporan sebagai berikut : 

I. Pendahuluan. 

II. Perencanaan Kinerja. 

Ill. Akuntabilitas Kinerja : 

a. Capaian Kinerja Organisasi. 

b. Rcalisasi Anggaran. 

IV. Penutup. 

V. Lampiran : 

a. Perjanjian Kinerja. 

b. Pengukuran Kinerja. 

c. Lain-lain yang dianggap perlu. 

(2) Struktur dan pokok-pokok penjelasan isi laporan kincrja 

scbagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang 

mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini 

Bagian Kctujuh 

I~eviu dan Evaluasi Kinerja 

Pasal 22 

(1) Laporan Kincrja untuk kementerian terlebih dahulu 

dilakukan rcviu. 

(2) Reviu dan Evaluasi tcrhadap Laporan Kincrja dilakukan 

oleh APIP atau Tim yang dibentuk. 

(3) Inspektorat ,Jendcral dapat menetapkan pedoman 

pelaksanaan cvaluasi kincrja yang mcnyangkut ruang 

lingkup dan luasnya evaluasi kinerja Unit Kerja Pimpinan 

Tinggi Madya, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan 

Satuan Kerja yang dilaksanakan sctiap tahun. 
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Pasal 23 

(1) Batas Waktu Penyampaian Laporan Kinerja sebagai 

berikut: 

a_ Laporan Kinerja kementerian diserahkan oleh 

Sekretaris ,Jenderal kepada Inspektur Jenderal untuk 

dilakukan reviu paling lambat 45 (empat puluh lima) 

hari setelah t:ahun anggaran berakhir. 

b. Laporan kinerja Pimpinan Tinggi Madya diserahkan 

oleh Sesjen/Irjen/Dirjen/Kepala Badan kepada 

Inspektur ,Jenderal untuk dilakukan evaluasi paling 

lambat 40 (empat puluh) hari setelah tahun anggaran 

berakhir. 

c. Hasil reviu laporan kincrja kemcntcrian disampaikan 

oleh Inspektur ,Jenderal kepada Menteri dcngan 

tembusan seluruh Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya, 

paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan kincrja 

kcmentcrian discrahkan oleh Sekretaris ,Jcnderal; 

d. Hasil evaluasi laporan Unit Kerja Pimpinan Tinggi 

Madya disampaikan kcpada Pimpinan Unit Kerja 

Pimpinan Tinggi Mad ya dengan tembusan 

Mcnteripaling lambat 5 (lima) hari sctelah laporan 

kincrja diserahkan oleh Scsjen/Irjen/Dirjcn/Kepala 

Badan; 

e. Hasil evaluasi laporan Unit Kcrja Pimpinan Tinggi 

Pratama dan Satuan Kerja disampaikan kepada 

p1mpman Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan 

Satuan Kcrja dengan tembusan Unit Kerja Pimpinan 

Tinggi Madya, paling lambat 5 (lima) hari setelah 

laporan kinerja diserahkan oleh Unit Kerja Pimpinan 

Tinggi Pratama dan Satuan Kcrja; 

(2) Format pernyataan formulir telah direviu seperti 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak tcrpisahkan dari Peraturan Menteri ini 
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BABV 

INSTRUMEN PENGUKURAN 

Pasal 24 

( 1) Pcnggunaan instrumcn pcngukuran dan pcngelolaan 

kincrja secara clektronik berbasis website dalam rangka 

untuk 1.ransparansi penyampaian data capaian kinerja 

dan mcndukung kecepatan penyusunan laporan kincrja. 

(2) lnstrumen pcngukuran dan pcngelolaan data kinerja 

secara clektronik berbasis website menggunakan sistcm 

aplikasi E-Performance yang dapat diakses melalui 

http://c-pcrformancc.dephub.go.id. 

(3) Unit kcrja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

bcrtanggungjawab 

aplikasi sis tern 

kcmcn tcrian. 

atas pcngclolaan dan 

informasi pcngukuran 

keandalan 

kinerja 

(4) Pcnginputan data kincrja yang terdiri dari sasaran kinerja, 

indikator dan target kinerja kc dalam sistcm aplikasi E­

Pcrformancc dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja 

sejak pcrjanjian kincrja ditandatangani. 

Pasal 25 

( 1) Pcngisian data capaian kinerja kc dalam sis tern aplikasi 

E-Perfonnance sctclah pcrjanjian kincrja ditandatangani, 

dilakukan sctiap bulan paling lambat : 

a. Kemcntcrian pada hari kerja kc 15 (lima belas) pada 

bulan bcrikutnya. 

b. Unit Kcrja Pimpinan Tinggi Madya dilakukan pada hari 

kcrja kc 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. 

c. Unit Kcrja Pimpinan Tinggi Pratama dan Saluan Kcrja 

pada hari ke1ja kc 5 (lima) pada bulan berikutnya. 

(2) Pcnanggung jawab pcngisian data capaian kincrja kc 

dalam sistem aplikasi E-Perfonnance adalah scbagai 

berikut 

www.regulasip.com



- 20 -

a. Kcmcntcrian dan Sckrctariat Jcndcral olch Biro 

Pcrcncanaan. 

b. Dircktorat Jcndcral olch Sckrctariat Dircktorat 

Jcnderal. 

c. Inspcktorat ,Jcndcral olch Sekrctariat Inspcktorat 

Jcndcral. 

d. Badan olch Sckrctariat Badan. 

c. Unit Kcrja Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan Kcrja 

dilakukan olch masing-masing unit kerja Pimpinan 

Tinggi Pratama dan Satuan Kerja. 

(3) Pcnanggungjawab sebagaimana tcrscbut pada ayat (2), 

wajib melakukan pcng1s1an data dari system E­

pcrformance. 

(4) Notifikasi kelcngkapan peng1s1an data dari sistcm E­

perf onnance terdiri dari : 

a. Warna merah untuk notifikasi peng1sian data yang 

belum mengisi dcngan kctcrangan K atau Kosong. 

b. Warna kuning untuk notifikasi pengisian data yang 

tidak lcngkap dengan kcterangan TL atau Tidak 

Lcngkap. 

c. Warna hijau untuk notifikasi peng1sian data lengkap 

dengan keterangan L atau Lcngkap. 

(5) Biro Perencanaan sccara rutin setiap bulan 

menyampaikan laporan pengisian data capaian kincrja 

olch pcnanggungjawab kcpada Sekretaris Jcndcral untuk 

disampaikan kcpada Menteri dcngan tcmbusan kepada 

seluruh Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya; 

(6) Dalam hal tidak melakukan peng1sian data kincrja 

sebagaimana diatur pada ayat (1) maka yang 

bcrtanggungjawab pen uh adalah pcnanggungjawab 

scbagaimana pada ayat (2). 
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BAB VI 

PENGHARGAAN 

Pasal 26 

(1) Pcnghargaan dibcrikan dalam rangka kctaatan asas 

pelaksanaan proses pcnyusunan sistem akuntabilitas 

pada unit kerja di lingkungan Kcmentcrian Perhubungan 

melalui pcnilaian oleh APIP. 

(2) Proses sebagaimana tersebut pada ayat (1) dimulai dari 

penyusunan perjanjian kinerja, penginputan data kinerja 

hingga penyusunan laporan kinerja sesuai tahapan waktu 

dan tata eara sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri ini. 

(3) Penilaian dilakukan dengan memberikan pcringkat 

menggunakan metodologi yang ditctapkan oleh APIP. 

Pasal 27 

(l) Penghargaan diberikan dalam rangka ketaatan asas 

pelaksanaan proses penerapan E-Perfonnance pada unit 

kerja di lingkungan Kcmenterian Perhubungan mclalui 

Sckretariat Jenderal c.q Biro Pcrencanaan. 

(2) Proses sebagairnana tersebut pada ayat (1) dimulai dari 

pcnginputan data kinerja, pengukuran kincrja, sampai 

dcngan penyampaian laporan capaian secara bcrkala. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Pada saat Pcraturan Menteri ini bcrlaku, Pcraturan Menteri 

yang tidak bertcntangan, dinyatakan rnasih bcrlaku. 

Pasal 29 

Hal-hal lain yang bclum diatur dalam Peraturan 1111, akan 

diatur kcmudian. 
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Pasal30 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 April 2016 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

WIDODO EKATJAHJANA 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 April 2016 

MENTERIPERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

IGNASIUS JONAN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 601 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SRI LESTARI RA 
Pembina Utama Muda (IV /c) 
NIP. 19620620 198903 2 001 
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Lampiran I 

Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia 

Nomor 

Tanggal 

PM 45 TAHUN 2016 

19 April 2016 

FORMAT PERNYATAAN PER,JANJIAN KINERJA KEMENTERIAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ......... . 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang 
bertandatangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 
lampiran perjanjian ini, dalam rangka meneapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
pereneanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan peneapman target kinerja tersebut 
menjadi tanggungjawab kami. 

. . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . 

Menteri Perhubungan 
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PERNYATAAN PER,JAN,JIAN KINERcJA 

TINGKAT UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI MADY A/ PIMPINAN TINGGI 
PRATAMA / SATUAN KERJA 

PEl'<JANJIAN KINF~RJA TAHUN ......... . 
UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI MADYA /UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI 

PRATAMA / SATUAN KERJA 

Dalam rangka mcwujudkan 
transparan dan akuntabel 
bertandatangan di bawah ini : 

manajemen pemerintahan yang efektif, 
serta bcroricntasi pada basil, yang 

Nama 

Jabatan 

Sclanjutnya discbut pihak pertama 

Nama 

Jabatan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian 
jangka menengah seperti 
perencanaan. Keberhasilan 

ini, dalam rangka meneapai target kinerja 
yang tclah ditetapkan dalam dokumen 

dan kegagalan pencapaian target kinerja 
tersebut menjadi tanggungjawab kami. 

Pihal< kcdua akan melalrnkan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil tindakan yang dipcrlukan dalam rangka pemberian 
penghargaan dansanksi. 

• • • • • • • • • • • • J • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pihak Kcdua, Pihal< Pertama 
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FORMULIR LAMPIRAN PER,JAN,JIAN KINERJA KEMENTERIAN 

PERJAN,JIAN KINERJA TAHUN 20XX 

KEMENTERJAN PERHUBUNGAN 

------------------ ···-······ .,--- -· - . ·--------·--------·- -- ··-------- - -- ·-- -- -·-·-·-i---- --------··· .. -·------, 
No Sasaran Stratcgis Indikator Kinerja Satuan I Target i ------------ -- -·----- --- ---·--··------- __ ,,,,,,, ______________ _, ..... --------------····--l 

11i__l- ____ QL_ .... ---- - - .. J3J_ _ ____ .L4J ___ i ___ t:sJ __ I 

[-=~~-+---===~~=~--~::_: .. -·--- ---·- ······· ... ---- ---~=:~:=_=~==[:=-~=-: J 

Program Anggaran 

l. ....................... Rp ........................... . 

2 ........................ ~ ........................... . 

. ..................... ,. ........ 20xx 

MENTERJ PERHUBUNGAN 

( ) 

Penjelasan pengisian terhadap lampiran diatas adalah sebagai berikut : 

1) Pada kolom ( 1) diisi nomor uru t; 
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Kementerian Perhubungan 

atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 
bersangkutan; 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator 
Kementerian Perhubungan lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi 
yang ingin diwujudkan; 

4) Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja; 
5) Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dieapai atau 

seharusnya dieapai oleh Kcmenterian Perhubungan; 
6) Pada kolom Program diisi dengan nama program Kementerian 

Perhubungan yang terkait dcngan sasaran yang akan dicapai; 
7) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 

untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan. 

I 
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FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA 

PERJANJIAN KINEI~,JA TAHUN 20XX 

UNIT KERJA PIMPINAN TINGGI MADYA /UNIT KERJA PIMPINAN 
TINGGI PRAT AMA 

--·····-
No Sa saran IndikatorKinerja Saluan Target 

·- ./T<"-~r.,--int·nri , , " ......... - ······--·····---~- --·-·-···~ 

( l) 12) 13) ____ (iJ:) __ ~ ___ @L __ 
-~ ------·"·----------

--·-·--

------------ -------

Kegiatan Anggaran 

l. ······················· Rp ............................ 
2. ······················· Rp ............................ 

Disetujui 
..................... ., ............... 20xx 

Atasan Pimpinan Unit Kerja (6) Pimpinan Unit Kerja (6) 

( (7) ) ( (7) ) 

Penjclasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut : 

1) Pada kolom (1) diisi nomor urut; 
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja atau kondisi 

terakhir yang scharusnya tcrwujud pada tahun yang bersangkutan setclah 
dilaksanakannya program tersebut; 

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kincrja dan indikator lain dari unit 
kerja yang rclevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin 
diwujudkan; 

4) Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja; 
5) Pada kolom (5) diisi dcngan target kincrja yang akan dieapai atau 

seharusnya dieapai oleh unit kerja pada tahun tersebut; 
6) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun 

terse but; 
7) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 

oleh unit kerja untuk meneapai sasaran program yang dimaksud; 
8) Nomor (6) diisi dengan namajabatan; 
9) Nomor (7) diisi dcngan nama, pangkat/ golongan dan NIP. 

www.regulasip.com



- 5 -

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX 

SATUAN KERJA 

No Sasaran Indikator Kineria Sa tu an Target 
(1) (2) (3) (4) (5) 

Kegiatan Anggaran 

1 ······················· Rp ............................ 

Disetujui ...................... , ............... 20xx 

Atasan Pimpinan Satker (6) Pimpinan Satker (6) 

( (7) ) ( (7) ) 

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut : 

1) Pada kolom (1) diisi nomor urut; 
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja atau kondisi terakhir 

yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan; 
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dan indikator kinerja lain dari 

satuan kerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan; 
4) Pada kolom (4) diisi dengan satuan dari indikator kinerja; 
5) Pada kolom (5) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya 

dicapai oleh satuan kerja pada tahun tersebut; 
6) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran 

yang akan dicapai; 
7) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan untuk 

mencapai sasaran yang dimaksud; 
8) Nomor (6)diisi dengan namajabatan; 
9) Nomor (7) diisi dengan nama, pangkat/golongan dan NIP. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

~PJR°fUKUM 
SRI LESTARI RAJU 

Pembina Utama Muda (IV/ c) 
NIP. 19620620 198903 2 001 

MENTERIPERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

IGNASIUS JONAN 
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Lampiran II 

Pcraturan Mcntcri Pcrhubungan 

Rcpublik Indonesia 

Nomor 

Tanggal 

RUMUS PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 

1) Makin tinggi rcalisasi mcnunjukkan scmakin baik pcncapaian 

kincrja maka mcnggunakan rumus A : 

Capaian [( inerj a [
Realisasi] 

= x 100% 
Target . 

[_ _________ _ 

2) Makin tinggi rcalisasi mcnunjukkan scmakin rcndah pcncapaian 

kincrja, maka mcnggunakan rumus B : 

Capaian Kinerja 
(Target - (Realisasi - Target)) 

= x 100% 
Realisasi 

3) Nilai capaian kincrja maksimal adalah 100%. 

www.regulasip.com



I 

i 

i 

- 7 -

FORMULIR LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN 

Kcmcntcrian Pcrhubungan 
Tahun Anggaran 

Sa saran Indikator . Satuan I 
I 

Target 
Strategis Kinerja 

(lL_j_. · (2) . (3) 4 
' 

Jumlah Anggaran Tahun .............. . : Rp .............. (a) 

I 

Rcalisasi Pagu Anggaran Tahun ....... . : Rp .............. (b) 

Pctunjuk Pengisian: 
Kolom (1) diisi dengan sasaran stratcgis Kcmcntcrian Pcrhubungan scsua1 

dcngan dokumen Pcrjanjian Kinerja; 
Kolom (2) diisi dcngan indikator kinerja sasaran strategis dari Kcmentcrian 

Kolom (3) 
Kolom (4) 

Kolom (5) 
Kolom (6) 

Pcrhubungan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 
diisi dcngan satuan dari Indikator Kinerja; 
diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk sctiap indikator 
kincrja scsuai dcngan dokumen Pcrjanjian Kincrja; 
diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja; 
diisi dcngan persentasc pencapaian target dari masing-masing 
indikator kincrja (maksimal 100%); 

Kolom (7) diisi dcngan nama program yang digunakan untuk pcncapaian 

Kolom (8) 
Kolom (9) 
Kolom (10) 
Footer (a) 

sasaran strategis organisasi sesuai dcngan dokumen Perjanjian 
Kinerja; 
diisi dengan pagu anggaran program; 
diisi dengan realisasi anggaran; 
diisi dcngan pcrscntasc realisasi anggaran (realisasi/pagu x 100%); 
diisi total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan untuk 
mencapai sasaran strategis; 

Footer (b) diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran yang digunakan untuk 
mencapai sasaran strategis. 
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FORMULIR LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA UNIT KERcJA PIMPINAN 
TINGGI MADY A 

Unit Organisasi Pimpinan Tinggi Madya 
Tahun Anggaran 

.............. (A) 

.............. (BJ 

I 
-----·---------. - .. --·-··----·-

Sa saran Indikator Kinerja 
Target 

Pro ram Pro rain 
(1) 2 3 

,Jumlah Anggaran Program Tahun .................... . 
1. Jumlah Anggaran Kegiatan ........................... . 
2. Jumlah Anggaran Kegiatan .......................... . 
3. Jumlah Anggaran Kegiatan .......................... . 

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun ..... . 
1. Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan ........... . 
2. Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan ........... . 
3. Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan ........... . 

Petunjuk Pengisian: 

Realisasi % 

4 5 

: Rp ...................... (C) 
: Rp ..................... . 
: Rp ..................... . 

: Rp. ····················· 

: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 

. ..................... (DJ 

Header (A) 
Header (B) 
Kolom (1) 

Diisi dengan nama Unit Kerja setingkat Pimpinan Tinggi Madya; 
Diisi dengan tahun peneapaian sasaran program; 
Diisi dengan sasaran program unit organisasi setingkat Pimpinan 
Tinggi Madya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja 

Kolom (2) 

Kolom (3) 

Kolom (4J 

Kolom (5) 

Footer (C) 

Footer (D) 

I 

Diisi dengan indikator kinerja program dari unit orga111sas1 
setingkat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan dokumen 
Perjanjian Kinerja; 
Diisi dengan angka target yang akan dieapai untuk setiapin 
dikator kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 
Diisi dengan Realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja 
Program (maksimal 100%); 
Diisi dengan angka persentase peneapaian target dari masing­
masing indikator kinerja (rcalisasi/target x 100)%; 
Diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang direneanakan 
untuk mencapai sasaran stratcgis; 
diisi total jumlah/nilai realisasi anggaran kegiatan yang 
digunakan untuk meneapai sasaran program. 
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FORMULIR LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA UNIT KERJA PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA/SATUAN KEl'-JA 

Unit Organisasi Pimpinan Tinggi Pratama/SatuanKerja 
Tahun Anggaran 

............... (A) 

............... (B) 

~---------···---·---·-----·-~ -T----~-----~---

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Ke iatan 
Realisasi Target % 

----- ----- - _________ ,_ _________ -- - ---- ------------+- ----------- -!----- ------ ---+------- -----------! 

1-- - -------------------------------+--- -- -!------ ----------~-~. i---------------------__, 
L ______________ _ 

,Jumlah Anggaran Tahun .................... . : Rp ...................... (C) 
Realisasi Pagu Anggaran Tahun ...... . : Rp ...................... (D) 

Petunjuk Pengisian: 

Header (A) 

Header (B) 
Kolom (1) 

Kolom (2) 

Kolom (3) 

Kolom (4) 

Kolom (5) 

Footer (C) 

Footer (D) 

Diisi dengan nama Unit Kerja setingkat Pimpinan Tinggi 
Pratama/Satuan Kerja; 
Diisi dengan tahun anggaran; 
Diisi dengan sasaran unit organisasi setingkat Pimpinan Tinggi 
Pratama/Satuan Kerja sesuai dengan dokumen Perjanjian 
Kinerja 
Diisi dengan indicator kinerja sasaran dari unit kerja Pimpinan 
Tinggi Pratama/Satuan Kcrja scsuai dcngan dokumen 
Pcrjanjian Kinerja; 
Diisi dcngan angka target yang akan dicapai untuk setiap 
indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 
Diisi dengan Realisasi dari masing-masing lndikator Kinerja 
(maksimal 100%); 
Diisi dengan angka perscntase pencapaian target dari masing­
masing indicator kinerja (realisasi/target x 100%); 
Diisi dengan total jumlah/nilai pagu anggaran yang 
dircncanakan untuk mencapai sasaran; 
diisi total jumlah/nilai rcalisasi anggaran kcgiatan yang 
digunakan untuk mencapai sasaran. 
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FORMAT LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan 
utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 
yang bersangkutan. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kincrja Organisasi 
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja orgamsas1 untuk 
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai 
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap 
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis 
capaian kinerja sebagai berikut: 
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar 
nasional (jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan 
/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 
dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 
B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja 
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

BAB V LAMPIRAN 

1. Perjanjian Kinerja 

2. Lain-lain yang dianggap perlu 
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FORMULIR CHECKLIST REVIU 

Pernyataan 

1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting 
Kementerian Perhubungan 

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 
3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Kementerian 

Perhubungan yang memadai 
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung 

informasi pada badan laporan 
5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan 
6. Telah menvaiikan akuntabilitas keuangan 
1. LKj Kementerian Perhubungan disusun oleh unit 

kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah 

didukung dengan data yang memadai 
3. Telah terdapat mekanisme penyampa1an data dan 

informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 
4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan I 

data/informasi di setiap unit kerja 
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj 

telah diyakini ke andalannya 
6. Analisis/penjelasan oleh unit kerja terkait 

Check 
List 

7. LKj Kementerian Perhubungan bulanan merupakan 
1--~-t-~~~~~~-+~~g~:a_b_u~n~.ganpartisipasid_a_r_i_d_ib_a_w~a_h_n~iy~.a~~~~~~~--r-~~---< 

III Substansi 1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 
tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja 

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan 
rencana strategis 

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat II 

penjelasan yang memadai 
4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan I 

tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja ! 

5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan 
tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat 
penjelasan yang memadai 

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan 
tahun lalu, standard nasional dan sebagainya yang 

I bermanfaat 
8. !KU dan IK (Indikator Kinerja) telah cukup I 

mengukur tujuan / sasaran 
9. Jika "tidak'' telah terdapat penjelasan yang memadai 
10. !KU dan IK telah SMART 
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PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN :XXXX 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan untuk 
tahun anggaran......................... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan 
Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja 
menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Perhubungan. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja 
telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang 
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang 
disajikan di dalam laporan kinerja ini. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SRI LESTARI RAHAY 
Pembina Utama Muda (IV/ c) 
NIP. 19620620 198903 2 001 

Jakarta, .............. . 

Inspektur Jenderal 

MENTERIPERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

IGNASIUS JONAN 
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